BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
DAN KECAMATAN JEMAJA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa untuk pemetaan pembangunan, optimalisasi
pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek
rentang kendali pelayanan, pemberdayaan dan
pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi
yang berkembang di masyarakat, perlu dibentuk
kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari 1
(satu) Kecamatan atau penggabungan dari
pemekaran 2 (dua) Kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan
Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat di
Kabupaten Kepulauan Anambas;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SIANTAN UTARA DAN KECAMATAN JEMAJA
BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.



3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan
Anambas.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas.

7. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan
yang disebut Camat yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah.

8. Camat adalah Pemimpin dan  Koordinator
penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja
Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas
umum.

9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah Sebagai
Perangkat Kecamatan.

10. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kepulauan
Anambas.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN, JUMLAH DESA, BATAS
WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Siantan
Utara dan Kecamatan Jemaja Barat dalam Wilayah Kabupaten
Kepulauan Anambas.



Bagian Kedua
Jumlah Desa

Pasal 3

Jumlah Desa pada Kecamatan Siantan Utara terdiri dari 3 (tiga)
Desa, antara lain:
a. Desa Mubur;
b. Desa Piasan;dan
c. Desa Bayat.
Pasal 4

Jumlah Desa pada Kecamatan Jemaja Barat terdiri dari 3 (tiga)
Desa, antara lain :

a. Desa Impol;

b. Desa Keramut;dan

c. Desa Sunggak.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Siantan Utara dari sebagian
Wilayah Kecamatan Palmatak, maka jumlah Desa di Kecamatan
Palmatak yang awalnya berjumlah 15 (lima belas) Desa menjadi
12 (dua belas) Desa, terdiri dari :

Desa Tebang;

Desa Ladan;

Desa Putik;

Desa Piabung;

Desa Langir;

Desa Candji;

Desa Belibak;

Desa Payalaman;

Desa Payamaram,

Desa Batu Ampar;

Desa Matak;dan

Desa Teluk Bayur.

Forp@me a0 o

:..-\

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Jemaja Barat dari sebagian
Wilayah Kecamatan Jemaja, maka jumlah Desa di Kecamatan
Jemaja yang awalnya berjumlah 9 (Sembilan) Desa menjadi 5
(lima) Desa 1 (satu) Kelurahan, terdiri dari :

a. Desa Mampok;

b. Desa Rewak;

c. Desa Landak;

d. Desa Batu Berapit;

e. Desa Air Biru;dan

f. Kelurahan Letung.



3)

(2)

(1)

Bagian Ketiga
Batas Wilayah

Pasal 7

Batas Wilayah Kecamatan Siantan Utara sebagai

berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina
Selatan;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut antara
pulau Mubur dan pulau Siantan;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina
Selatan;dan

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Matak.

Batas Wilayah Kecamatan Jemaja Barat sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina
Selatan;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Impol;

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina

Selatan;dan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina
Selatan.

Penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam peta administrasi
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ibu Kota Kecamatan

Pasal 8

Ibu Kota Kecamatan Siantan Utara berkedudukan di
Desa Mubur.
Ibu Kota Kecamatan Jemaja Barat berkedudukan di
Desa Impol.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi Pemerintahan yang meliputi :

a. Evaluasi penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan;



b. Evaluasi penyelenggaraan sebagai urusan otonomi
daerah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
c. Evaluasi tugas lain yang ditugaskan kepada Camat.

BAB IV
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan
Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat, diangkat masing-
masing seorang Camat dengan Perangkat Kecamatan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan
Jemaja Barat maka wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas
memiliki 9 (sembilan) Kecamatan, terdiri dari:

Kecamatan Siantan;

Kecamatan Palmatak;

Kecamatan Jemaja;

Kecamatan Siantan Tengah;

Kecamatan Siantan Selatan;

Kecamatan Siantan Timur;

Kecamatan Jemaja Timur;

Kecamatan Siantan Utara; dan

Kecamatan Jemaja Barat.

P G e Y Re

Pasal 12

Tipelogi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah :

a. Kecamatan Siantan Utara tipe B;

b. Kecamatan Jemaja Barat tipe B.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan yang
dilakukan oleh camat di bebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



BAB VI
PENYERAHAN ASET

Pasal 14

Penyerahan Aset Pemerintahan Kecamatan dan
pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan Kecamatan
Induk dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan.di Tarempa
zal 23 November 2018

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 2 Desember 2018

SEKREAARIS DAERAH
KPNLAUAN ANAMBAS,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018
NOMOR 65/TLD 66

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (3,19/2018)



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA DAN KECAMATAN
JEMAJA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut memperhatikan
potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi
Administrasi, Teknis dan Kewilayahan.

Persyaratan Administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian
besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam
pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan
melakukan analisa/kajian terhadap rencana Pembentukan Kecamatan.
Persyaratan teknis didasarkan pada faktor pada faktor kemampuan dan
aktivitas Ekonomi, Potensi, Sosial Budaya, Kependudukan, Luas
Wilayah, sedangkan syarat fisik Kewilayahan didasarkan pada cakupan
Wilayah, Lokasi serta sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Selain berbagai persyaratan tersebut perlu  juga
mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung
tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan Keuangan
Daerah, ketersediaan Aparatur Pemerintah, potensi Disparitas antar
Wilayah dan pertimbangan kemampuan Kecamatan induk setelah
dimekarkan.

Dengan persyaratan dimaksud dimaksud diharapkan
Kecamatan yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta
mampu meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan
kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas



Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Batas Wilayah sebagaimana yang dimaksud adalah batas wilayah
laut dengan Negara Asing yaitu Laut Cina Selatan sebagai batas
Negara Republik Indonesia dalam wilayah Povinsi Kepulauan Riau
dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 66
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIANTAN UTARA DAN KECAMATAN
JEMAJA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut memperhatikan
potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi
Administrasi, Teknis dan Kewilayahan.

Persyaratan Administrasi didasarkan atas aspirasi sebagian
besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam
pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan
melakukan analisa/kajian terhadap rencana Pembentukan Kecamatan.
Persyaratan teknis didasarkan pada faktor pada faktor kemampuan dan
aktivitas Ekonomi, Potensi, Sosial Budaya, Kependudukan, Luas
Wilayah, sedangkan syarat fisik Kewilayahan didasarkan pada cakupan
Wilayah, Lokasi serta sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Selain berbagai persyaratan tersebut perlu  juga
mempertimbangkan faktor pendukung lainnya, faktor pendukung
tersebut antara lain meliputi pertimbangan kemampuan Keuangan
Daerah, ketersediaan Aparatur Pemerintah, potensi Disparitas antar
Wilayah dan pertimbangan kemampuan Kecamatan induk setelah
dimekarkan.

Dengan persyaratan dimaksud dimaksud diharapkan
Kecamatan yang baru dibentuk dapat tumbuh dan berkembang serta
mampu meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan
kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas



Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Batas Wilayah sebagaimana yang dimaksud adalah batas wilayah
laut dengan Negara Asing yaitu Laut Cina Selatan sebagai batas
Negara Republik Indonesia dalam wilayah Povinsi Kepulauan Riau
dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 66



1vHVE VIYINGF NVAYWY O3 NvO
VHVLN NVLNVIS NVLYIAYOIN NYLYWYOTH NYMNLNIENId
ONVINIL
8102 NNHVL HOWON
SYENYNY NYNYINAIN NILYANEYM HVEEVO NVEILLYYAd

NYEIWY
ALLN uep sy PUO Wesis
PREI SOM B1SeUOpL) LNe] TWOZLOH WNeQ
JOPEOIOYN JONSLR | myefoud
ws0p swjeq ueselousd uep 1 1IPAING -
sequewy uenejndan usednae] MHLY €9d -
(o] ‘ol
umny Lesem)| UInkNU BumUeL € LOZAMNUUINESY S -
JUAY BOTY UOIBE BT -
110 fEuBYNsOYEg ‘sequisuy ‘de) uejednge) neind eeeq e -
: ueBusim)ey

siejewo||

3,008,504 3,009,501 3.0.0£.50}

N.0.0S.2

N.0.0.€

N.0.0LE

1se07] Bjed
- jodwy

nwessy| |
yebbung
: epuabeny

000°05:L YIWYMS

N

SYEWYNY NYNY N3N NILVANEYA
HYLINRIEIW3d

9 S'¥ £ 'L 620 0
8S 1998 g
m..p%mm.w 2,027,504 Ly 3,0.0v.50} 2.08€:504 .bm 2,098,504 m._c.%_mmwm
r WNYNH NVIDYS g
%\V ” NYHYLNIHIAWAL SSY & “w
Lo + e b + o
m w | HY¥3vd SIMYLIEMIS i 1 z
dvavd | | ISYNIGHOOY dvivd | on |
i S |
| &
w3
i + 3 # i i & .W
1ewns g al
lioay] 1exyBuep d
eleng o
 dieseq jodw) 4 nsag ‘d
i - indw) Bunuen g + w O &=
¢ =z
yeuyd
| nleg g i m
| nleg d
” (7]
IMINN dian 'd
1qnAnan d
* 4 i +

Nu0:8.€




SIMVH NG

'Syl NV ILvdng
| AVHYEVTVASE NYLYINVOTH Nva

ONYLINGL

L0Z NNHVL HONON

| SYSNYNY NYNYINDIN NILYLNEY HYH3YO NyENLvEad i

NYHIdAY]

|

| YEYLN NVLNVIS NYLYIWYO3N NYLYINYOIH NYININIENId _
| |
|

|

uEiny uEseme)| uRinfunuad Buelue]. £L0Z/HINYUBINEDKF XS -

BT T et s ™" s
L g'e e 0

JUAY SOy JHBS BAID -

L10Z [euBpNSOYEE ‘sequBLy “doy Leiednaey| neind aveq eleq -
: umBuesaey|

3,002,801 200,804 3008508

i 8

ISE) 07 Ejed
ueseld
nanpy
lefeg
: epualien

N.0.OZ.E Na0.0.€

N.OOV.E

000°05:} YTWIS

N

SYENYNY NYNYTNdIN NI LVDNEYI
HYLNIH3WZd

ZHov9 9990E9 o0zzize wLLLLY @ZET09
3.0.81.801 3001004 3,08.8014 3.0,0.80 1 3.0,89.801
; ot
i 1
.un; WNYNH NVIOVE g
i
* NVHVININ3W3d 'SSV z
. . : \a 4 HYH3VQ SIMVIINNIS g
/ :
4vavd ISYNIQMOOM dvdvd | ©ON
. ueuep d
uese PPN deBURY d
1efeg Buowey g i
y j Ring o . aN ML ;
mgnyy  teweled d
\ .—oa_.—ul— <l .,.,.,,.”,
BupBBuel d
Bupny'd .
. :.\_ |
UeIoN 'd __lé\
®ued d
Jefepeg ML

N.OSL.E

N.0.0Z.E

N.0.5Z.€

N.0.0€-€

v8199¢E

Lilvee

0S0ELE

£8618¢E

916068




i o | ———— =g

BAB VI
PENYERAHAN ASET

Pasal 14

Penyerahan Aset Pemerintahan Kecamatan dan
pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan Kecamatan
Induk dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 November 2018

No. PARAF KOCRDINASI PARAF
1. | SEKRETARIS DAERAH BUPATI KEPURAU, ANAMBAS,
2 ASS. PEMERINTAHAN

| 3 BAGIAN HUKUM j @D HARIS
. |

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 2 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2018
NOMOR 65/TLD 66

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (3,19/2018)



